BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tax review yang telah dilakukan oleh penulis dalam
upaya menelaah kewajiban PPh dan PPN pada PT X tahun 2016 maka dapat ditarik
kesimpulan scbagai berikut:

1. Perusahaan sering melakukan keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban PPh
terkait penyetoran, dan pelaporan pajak terutangnya sehingga dikenakan sanksi
dan denda kepada perusahaan. Atas PPh Pasal 21, perusahaan terlambat
melakukan penyetoran sebanyak 6 masa dan pelaporan sebanyak 12 masa. Atas
PPh Pasal 23, perusahaan terlambat melakukan penyetoran sebanyak 2 masa dan
pelaporan sebanyak 8 masa. Terkait perhitungan PPh, secara keseluruhan
perusahaan telah melakukan perhitungan dengan menggunakan tarif dan aturan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk PPh Pasal 21 atas
karyawan tidak tetap, perusahaan tidak melakukan perhitungan terkait adanya
kemungkinan upah yang seharusnya dipotong pajak PPh Pasal 21. PPh Pasal 29,
perusahaan dianggap tidak cukup baik dalam melakukan perhitungan atas PPh
Kurang/(Lebih) Bayar karena ada pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam
Laporan Laba Rugi sehingga menimbulkan jumlah pajak terutang yang dibayar
perusahaan lebih kecil daripada yang seharusnya.

2. Perusahaan sering melakukan pembetulan beberapa kali pada setiap Masa Pajak.
dalam SPT Masa PPN perusahaan melakukan pembetulan untuk setiap masanya
yaitu pada bulan Januari 2016 sebanyak 3 pembetulan, Febuari 2016 sebanyak 6
pembetulan, Maret sebanyak 6 pembetulan, April sebanyak 4 pembetulan, Mei
sebanyak 4 pembetulan, Juni sebanyak 2 pembetulan, Juli sebanyak 6 pembetulan,
Agustus sebanyak 6 pembetulan, September sebanyak 5 pembetulan, Oktober
sebanyak S5 pcmbctulan, November sebanyak 4 pembetulan, Desember sebanyak 1
pembetulan. Terkait penyetoran dan pelaporan perusahaan terlambat setor atas
pembetulan SPT PPN dan terlambat lapor atas SPT normal sehingga perusahaan
dikenakan sanksi dan denda terkait pembetulan yang dilakukan.
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3.

Perusahaan belum termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik PPh maupun PPN karena
perusahaan sering terlambat dalam menyampaikan SPT Massa untuk PPh yaitu
PPh Pasal 21 sebanyak 12 masa dan PPh Pasal 23 sebanyak 8 masa. Perusahaan
tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi
hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka
waktu lima tahun terakhir, dan meskipun Laporan keuangan perusahaan telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Perusahaan telah mengkreditkan nilai pendapatan PPh Pasal 23 yang diperoleh
dan telah melakukan pemotongan terhadap pembayaran jasa PPh Pasal 4 Ayat 2
tetapi tidak melaporkan pendapatan dan beban tersebut ke dalam Laporan Laba

Rugi.

. Sanksi yang timbul karena keterlambatan penyetoran yaitu sebesar Rp 2.416.678

untuk SPT Masa PPh Pasal 21, dan Rp 1.459.528 untuk SPT Masa PPh Pasal 23,
dan Rp 9.361.941 untuk SPT Masa PPN. Sanksi yang telah timbul karena
keterlambatan pelaporan yaitu sebesar Rp 1.200.000 untuk SPT Masa PPh Pasal
21, Rp 800.000 untuk SPT Masa PPh Pasal 23, dan RP 1000.000 untuk SPT Masa
PPN. Terkait PPh Pasal 29 terbit SKPKB maka sanksi yang akan timbul yaitu

sanksi bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penerapan tax review

terhadap kewajiban PPh dan PPN perusahaan, penulis merumuskan saran bagi

perusahaan sebagai berikut:

L

Untuk meminimalisir sanksi perpajakan terkait PPh atas karyawan tidak tetap
sebaiknya perusahaan mulai melakukan pendataan terkait karyawan yang bekerja
sehingga dapat dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tidak tetap.
Dalam hal, PPh karyawan tidak tetap nihil, perusahaan harus tetap melaporkan
SPT Masa PPh 21 atas karyawan tidak tetap.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memenuhi perhitungan PPh
terutang, sebaiknya perusahaan melaporkan penghasilan yang diperoleh atau

beban yang dibayarkan secara jelas dalam Laporan Laba Rugi.
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3. Untuk menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban PPN, sebaiknya
perusahaan lebih teliti dalam menghitung dan memasukkan nilai PPN Masukan
maupun PPN Keluaran dalam SPT Masa PPN, dan membuat kebijakan terkait
kepada pelanggan terkait pembatalan pembelian barang dan kepada pemasok
terkait penerbitan faktur pajak.

4. Membuat Laporan Keuangan secara benar terkait pendapatan dan beban karena
perusahaan telah menerima dan membayar jasa tetapi tidak dilaporkan dalam

Laporan Laba Rugi.
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